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Pendahuluan
Salah satu bentuk pemasaran digital yang menonjol di Indonesia adalah kerja sama antara brand
dan influencer. Hubungan antara influencer dengan brand dalam ketenagakerjaan biasanya
dianggap sebagai mitra kerja atau kontrak kerja. Influencer sendiri bekerja berdasarkan kontrak
yang mengatur tanggung jawab, durasi kerja, dan pembayaran. Mereka tidak dianggap sebagai
karyawan tetap, sehingga tidak mendapatkan hak-hak seperti gaji tetap, cuti, atau perlindungan
sosial yang sama dengan karyawan tetap. Namun, ada juga di mana influencer bekerja secara
lebih terintegrasi dengan brand, sehingga munculah perdebatan mengenai apakah mereka
seharusnya dianggap sebagai karyawan tetap.

Tujuan Penelitian adalah menganalisis hubungan hukum antara brand dan influencer, baik sebagai
hubungan ketenagakerjaan maupun kemitraan, serta mengkaji hak, kewajiban, dan kerangka hukum
yang relevan di Indonesia.

Manfaat Penelitian adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum kontrak dan pemasaran digital.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi-studi akademik selanjutnya yang
berfokus pada regulasi kerja sama digital di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
memperkaya literatur akademis tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
kerja sama pemasaran digital.
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GAP (Kebaharuan)
Adapun penelitian tentang “ Tanggung jawab hukum dalam kontrak kerjasama antara influencer

dengan brand di indonesia” telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

• In'Nama Ramadan (2023) dengan judul "Wanprestasi Brand Ambassador Terhadap Perjanjian

Kerja Sama Promosi Barang di Media Sosial”

• Baiq Sarifa Wahida (2023) dengan judul ”Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi antara

Influencer dengan Brand (Studi Kasus di Kota Selong, Lombok Timur”

• Aisyah Fitrah Az-Zahra Dira (2024) dengan judul ”Analisis Cara Kerja Beauty Influencer Tasya

Farasya Dengan Shopee Affiliate (Hukum Ekonomi Syariah)"

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena fokus

utamanya pada analisis aspek hukum kerja sama antara brand dan influencer di Indonesia dalam

konteks pemasaran digital. Penelitian ini lebih mendalam mengeksplorasi status hubungan hukum,

hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak, serta perlindungan hukum yang relevan. Di

samping itu, penelitian ini memperhatikan konteks hukum Indonesia secara spesifik, yang sering kali

kurang ditangani secara menyeluruh dalam studi sebelumnya.
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Isu Hukum

• Bagaimana status hubungan hukum antara brand dan influencer dalam kontrak kerja sama pemasaran
digital di Indonesia?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji tanggung jawab hukum dalam

kontrak kerja sama antara brand dan influencer di Indonesia dengan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Pasal 1320 dan Pasal

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya UU Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, bahan hukum

sekunder meliputi literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang relevan untuk mendukung

penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran sistematis,

futuristik, dan gramatikal.
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Pembahasan
1. Status Hukum Influencer

• Hubungan brand-influencer bisa berbentuk:

a.Hubungan kerja: jika ada pekerjaan, perintah, dan upah rutin (Pasal 1 angka 15 UU
Ketenagakerjaan)

b.Kemitraan perdata: jika influencer bekerja secara independen tanpa subordinasi
• Praktik disguised employment kerap terjadi: kontrak disebut "kemitraan" tetapi isinya memenuhi

kriteria hubungan kerja

2. Unsur-unsur Hubungan Kerja

• Tiga unsur utama meliputi

1. Perintah langsung dari brand
2. Pemberian upah secara berkala
3. Keterikatan waktu atau jadwal
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3. Tabel perbandingan perbedaan hak Influencer sebagai Mitra dan Karyawan

4. Resiko Hukum Jika Status Tidak Sesuai

• Untuk Brand: Gugatan melalui ke PHI, sanski administratif, reputasi bisnis bisa rusak jika terjadi adanya
kasus seperti ini dipublikasikan.

• Untuk Influencer: Kehilangan hak normatif, sulit menggugat jika tidak diakui sebagai karyawan
secara hukum., pemutusan kerja sepihak

No Kemitraan (Perdata) Karyawan (industrial)

1. Sesuai proyek, tidak wajib rutin Wajib dibayar secara rutin, sesuai UMP

2. Tidak ada hak cuti normatif Hak cuti diatur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan

3. Tidak wajib BPJS Wajib BPJS

4. Tidak wajib Wajib

5. Sesuai kontrak Wajib ada kompensasi
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5. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak

a. Brand

• Menjamin legalitas produk, informasi baru

• Bertanggung jawab atas isi brief

• Jika melanggar, brand bisa dikenai sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

b. Influencer

• Tidak menyebarkan informasi menyesatkan

• Menjalankan kontrak dengan integritas

• Wajib transparansi sponsor

• Jika melanggar, bisa terkena sanksi perdata, pidana, atau administratif.

6. Urgensi Regulasi Khusus

• Saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur status hukum influencer.

• Diperlukan regulasi untuk: Menjamin kepastian hukum, Menghindari penyamaran hubungan kerja,
Menyeimbangkan posisi tawar pihak dalam kontrak digital.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara brand dan influencer
dapat berupa hubungan kerja jika memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, sehingga tunduk
pada ketentuan ketenagakerjaan. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi dan influencer bekerja secara
mandiri, maka hubungan dikategorikan sebagai kemitraan perdata. Ketidakjelasan status hukum ini
menimbulkan risiko sengketa dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus untuk
menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi kedua belah pihak dalam kerja sama digital.
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